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KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Harga Patokan
Ikan. Pungutan. Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN

UNTUK PENGHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan
dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, perlu
menetapkan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan
Pungutan Hasil Perikanan;

bahwa berdasarkan surat Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor B.68/MEN-KP/11/2012 tanggal 29
Februari 2012 perihal Harga Patokan lkan untuk
Pungutan Hasil Perikanan Tahun 2012, Harga Patokan
Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 tentang
Penetapan Harga Patokan lkan untuk Penghitungan
Pungutan Hasil Perikanan tidak mengalami
perubahan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar
Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan untuk periode
berikutnya;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
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serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK
PENGHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Harga Patokan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga
Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, dinyatakan
tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Pungutan Hasil Perikanan
periode 13 Mei 2012 sampai dengan 12 Mei 2013.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2012

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


http://www.djpp.depkumham.go.id

